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RINGKASAN

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis keberadaannya
dalam kehidupan manusia. Tanah bukan hanya berperan sebugai faktor produksi
melainkan  juga mempunyai nilai ekonomis yang dapat mendukung dan
meningkatkan derajat kehidupan manusia. Kedudukan tanah yang sangat penting dan
strategis ini membuka celah bagi terjadinya banyak konflik atau sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dalam rangka usaha wuntuk
menghindari serta menyelesaikan sengketa tanah, maka perlu diadakan perangkat
hukum tertulis yang lengkap, jelas dan sederhana serta mudah dipahami dan
dilaksanakan secara konsekuen untuk memberikan jaminan kepastian hak dan
kepastian hukum atas penguasaan dan/atau pemilikan tanah.

Undang-Undang Pokok Agraria khususnya Pasal 19 dan peraturan
pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, merupakan suatu jalan keluar bagi persoalan pertanahan yang ada
di Indonesia.

Dengan melihat ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut
diatas, akan diterbitkan sertifikat yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat bahkan
mutlak dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah.

Sertifikat berisi keterangan-keterangan tentang jenis hak atas tanah,
pemegang hak, keterangan fisik tentang tanah, beban diatas tanah dan peristiwa
hukum yang terjadi dengan tanah. Keterangan-keterangan yang terdapat dalam
sertifikat tersebut merupakan keterangan yang benar yang harus di terima oleh
Hakim dengan tidak perlu bukti tambahan selama tidak ada alat bukti lain yang

membuktikan sebaliknya.

Xili
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat
dipisahkan dengan tanah. Tanah bukan hanya berperan sebagai faktor produksi,
melainkan juga  mempunyai nilai ekonomis yang dapat mendukung dan
meningkatkan derajat kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tanah
mempunyai peranan yang sangat penting dan mempengaruhi berbagai sendi
kehidupan manusia.

Kebijaksanaan pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan
ekonomi menuju proses industrialisasi menjadikan tanah sebagai faktor produksi
utama, disamping tenaga kerja dan modal. Proses industrialisasi sangat memerlukan
tanah untuk berbagai macam kepentingan, seperti untuk lokasi pabrik, pemukiman,
pusat-pusat kegiatan ekonomi-bisnis, perkantoran serta sarana dan prasarana industri
lainnya. Yang menjadi masalah biasanya adalah peruntukan tanah tersebut, karena
satu sama lain memiliki kepentingan yang berbeda. Apabila perbedaan kepentingan
ini tidak terjembatani dengan baik, maka biasanya menyulut konflik yang tidak
terelakkan. Kasus-kasus penggusuran, pemindahan pemukiman secara paksa, dan
peralihan peruntukan tanah tanpa sepengetahuan penduduk yang telah lama
mendiaminya atas nama pembangunan adalah contoh-contoh yang paling sering
dijumpai. Tanah yang semula dan berdasar atas undang-undang seharusnya berfungsi
sosial, berubah fungsinya semata-mata sebagai komoditas yang tunduk pada hukum
permintaan dan penawaran.(Hadimulyo, 1997:18).

Dengan mengingat fungsi tanah yang sangat strategis keberadaannya sejalan
dengan lajunya tingkat pembangunan, maka perlu diadakannya perangkat hukum

tertulis, lengkap dan jelas, serta mudah dipahami dan dilaksanakan secara konsekuen
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untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan dan/atau pemilikan
tanah. (Ismuhadi, 1997:1).

Undang- Undang Pokok Agraria (selanjutnya akan ditulis UUPA ), pasal 19
ayat (1) menyebutkan :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Renublik Indonesia menurut ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut
diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dan
ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ( selanjutnya akan
ditulis PP No. 24 Tahun 1997) Tentang Pendaftaran Tanah yang secara efektif mulai
berlaku diseluruh  wilayah Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 1997
(Ismuhadi, 1997:1).

Pasal 19 ayat (2) UUPA menentukan :

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah:

b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

¢. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemegang tanda bukti hak atas tanah
dapat mengetahui mengenai keterangan fisik tentang tanah (letak, luas, batas), siapa
yang mempunyai (pemegang hak), jenis hak atas tanah (dalam penyusunan skripsi ini
lebih menitikberatkan kepada hak milik karena kedudukannya sebagai hak primer
vang dapat dipunyai orang atas tanah secara turun-temurun, terkuat dan terpenuh),
beban apa yang ada diatasnya serta peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah
tersebut yang semuanya dijamin dengan kepastian hukum dengan dikeluarkannya
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang disebut
sertifikat. Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat berarti bahwa selama tidak
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ada bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada
didalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan.
( Perangin, 1996:2).

Ketentuan Pasal 19 UUPA telah memerintahkan kepada Pemerintah untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah. Jadi pendaftaran tanah adalah merupakan
tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. ( Ismuhadi, 1997:1).

Berkaitan dengan tugas Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran atas
tanah, maka dibentuk suatu badan yaitu Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya
akan disingkat BPN). Pembentukan BPN ini berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 (selanjutnya akan ditulis Keppres Nomor
26 Tahun 1988) Tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 19
Juli 1988.

Pasal 1 ayat (1) Keppres Nomor 26 Tahun 1988 menyebutkan bahwa :

“ Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden®™.

Pasal 2 Keppres Nomor 26 Tahun 1988 menyebutkan :

“Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan
mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang
Pokok Agraria maupun Undang-Undang lain yang meliputi  pengaturan
penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah,
pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah
pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden”.

Tugas BPN untuk tingkat Propinsi dan Kotamadya/Kabupaten diatur dalam
pasal 30 ayat (1),(2) dan (3) Keppres Nomor 26 Tahun1988 yang menentukan bahwa:

(1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan adalah instansi vertikal dari Badan
Pertanahan yang berada disetiap Ibukota Propinsi.

(2) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan
tugasnya sccara taktis operasional dikoordinasi Gubernur selaku Kepala
Wilayah dan teknis administratif dibawah Kepala Badan Pertanahan,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3) Disetiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Kantor Pertanahan yang
dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasionil dikoordinasi Bupati/
Walikotamadya selaku Kepala Wilayah dan teknis administratif dibawah
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat.

-Dari uraian tersebut diatas, maka sangatlah menarik bagi penyusun untuk
mengambil judul skripsi tentang “ SERTIFIKAT HAK MILIK SUATU ALAT
BUKTI UNTUK MENGHINDARI DAN MENYELESAIKAN SENGKETA
TANAH DI KABUPATEN DATI Il JEMBER”.

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan  skripsi ini termasuk dalam Hukum Pertanahan yang
permasalahannya diarahkan terbatas pada masalah bagaimana sesungguhnya
pelaksanan pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997, prosedur perolehan
alat bukti hak milik atas tanah yang sah menurut hukum serta mengkaji kekuatan
sertifikat hak milik atas tanah terhadap pihak ketiga dan dalam hal terjadi sengketa.

Ruang lingkup masalah ini perlu ditetapkan guna membatasi analisa yang

digunakan sehingga tidak akan menyimpang jauh dari pokok permasalahan yang ada.

1.3 Batasan Pengertian Judul

Guna memudahkan akan dituliskan definisi operasional dari judul skripsi

yaitu sebagai berikut :

Sertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 20 PP No. 24 tahun 1997
adalah :

* Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢
UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan
dalam buku tanah yang bersangkutan”.
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Hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUPA adalah :
“Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”.

Alat bukti adalah hal atau cara yang mungkin digunakan atau ditempuh untuk
membuktikan suatu peristiwa hukum. (Mertokusumo, 1993:19).

Sengketa tanah yaitu sengketa tanah yang bersifat strategis yang diperkirakan
dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga mengganggu stabilitas
keamanan dan atau mengganggu kelancaran jalannya pembangunan. (Sudjito,
1987:61).

Dengan demikian, apabila memiliki sertifikat yang didalamnya berisi data
fisik dan data yuridis dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka akan
memberikan rasa aman dan tenteram bagi pemiliknya, karena segala sesuatunya
mudah diketahui dan sifatnya pasti serta dapat dipertanggunggjawabkan secara
hukum. (Sudjito, 1987:72).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup seperti tersebut diatas, maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah ?
2. Bagaimanakah prosedur perolehan alat bukti atas tanah hak milik yang sah ?
3. Sejauh manakah kekuatan sertifikat hak milik atas tanah terhadap pihak ketiga ?
4. Sejauh manakah kekuatan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti bila

terjadi sengketa ?

1.5 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus.
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1.5.1 Tujuan Umum

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi bagi para teoritisi dan
praktisi,

¢. Untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan dibidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah.

b. Untuk mengetahui prosedur perolehan alat bukti atas tanah hak milik yang sah.

¢. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan sertifikat hak milik atas tanah terhadap
pihak ketiga.

d. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan sertifikat hak milik atas tanah dalam

hal terjadi sengketa.

1.6 Metodologi

Sebuah karya tulis ilmiah selalu mempunyai metode tertentu yang menuntun
pada pemecahan-pemecahan masalah. Metode mengandung aspek prosedur kegiatan
yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan
maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat
dalam masalah. (Universitas Jember, 1998:16)

1.6.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah berdasarkan

norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( Soemitro, 1990:11)
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1.6.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk
memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan
sumber data sekunder dan sumber data primer.
1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan
melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa
pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga
untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data
melalui naskah resmi yang ada. (Soemitro, 1990:107)
2. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang tidak tertulis yang diperoleh

secara langsung dari masyarakat. (Soemitro, 1990:52).

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi literatur adalah prosedur pengumpulan data yang
diperoleh dari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-
penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan ini
berupa peraturan perundang-undangan, Karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain.
(Soemitro, 1990:98).
2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penyusun adalah wawancara bebas terpimpin
vaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagali
pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang

disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. (Soemitro, 1990:107)

MILIK PERPUSTAK "N

| et
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Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang
terkait yaitu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang diwakili oleh Bapak
Ir. Agus Riyanto dari Kasi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah dan Hakim

Pengadilan Negeri Jember yaitu Bapak Rasminto, S.H.

1.6.4 Analisa Data

Analisa data merupakan penyusunan data dari hasil penelitian yang kemudian
disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah wuntuk dibaca dan
diinterpretasikan, sehingga dari hasil penyederhanaan tersebut dapat ditarik
kesimpulan.

Dalam penyusunan skripsi ini, analisa data yang digunakan adalah normatif
kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan sejelas mungkin
tentang obyek yang dipermasalahkan yang tidak didasarkan pada angka-angka
statistik melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu suatu metode
penarikan kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang umum menuju ke yang
khusus. (Soemitro, 1990:98).
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran
vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang
bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang
rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan
tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu conditio sine
quanon. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan penguasa, yang
berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahimnya, berpindahnya dan
berakhirnya hak milik atas tanah. (Sudiyat, 1981:1).

Pembangunan yang sckarang gencar dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia
disegala bidang semakin meningkatkan peranan tanah. Tanah tidak hanya berfungsi
sebagai tempat bermukim, tetapi juga untuk kegiatan usaha. Hal ini sangat
menunjukkan bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi seluruh
manusia.

Keadaan tersebut diatas menimbulkan celah bagi terjadinya banyak konflik di
bidang pertanahan. Seperti kita ketahui, ketika berbicara tentang masalah pertanahan,
maka akan terbentang sejumlah persoalan praktek-praktek pertanahan yang
sedemikian rumit dan bertumpuk yang dapat menyeret kita kedalam sikap apatis
dalam mengupayakan cara-cara penanggulangannya. Dari sekian banyak persoalan
pertanahan yang dapat disebutkan sebagai contoh diantaranya adalah : adanya
percaloan, pungli, sertifikat aspal, sertifikat ganda, penjualan tanah oleh oknum yang
tidak berhak atau tidak dikuasakan, penyerobotan tanah, dan lain sebagainya.

( Parlindungan, 1989:3).
Berdasarkan penjelasan Ir. Agus Riyanto dari Kasi Pengukuran Dan

Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember disebutkan bahwa

9
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persoalan pertanahan semakin kompleks dengan fakta vang ada pada masyarakat
Indonesia yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tanah.
Meskipun bagi masyarakat yang menguasai dan/atau memiliki sebidang tanah dengan
suatu hak diwajibkan untuk mendaftarkan haknya, peralihan haknya, adanya beban
pihak lain dan bahkan hapusnya hak itu sendiri, namun tidak ada sangsi yang tegas
danpada pemegang hak atas tanah jika tidak mendaftarkan tanahnya, maka
kewajiban mendaftarkan tanah sering dilalaikan oleh pemilik tanah yang
bersangkutan. Masyarakat selalu beranggapan bahwa proses untuk mendapatkan
kepastian hukum hak atas tanah hanya akan mempersulit mereka karena biaya yang
mahal dan prosedur yang berbelit-belit. Mereka takut jika tanahnya diukur oleh
Kantor Pertanahan, tanah tersebut akan diambil oleh Pemerintah untuk kepentingan
umum. (Hasil wawancara tanggal 14 April 1999).

Masyarakat tidak terlalu memikirkan tentang kepastian hak atas tanah yang
dimilikinya. Mereka cukup hanya dengan memegang petok yang dianggapnya sebagai
tanda bukti hak milik.

Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februar
1960 Nomor 34 K/SIP/1960 yang menetapkan :

“Bahwa surat petok pajak bumi adalah bukan merupakan suatu tanda bukti

mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum

dalam petok pajak bumi tersebut, akan tetapi petok pajak bumi merupakan

tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maka petok pajak
bumi bukanlah suatu bukti mutlak, melainkan hanya merupakan suatu tanda untuk
membayar pajak dari sawah yang bersangkutan atau Fiscal Kadaster ( Subekti,
1963:183).

Menurut Ir. Agus Riyanto bahwa kenyataan yang ada di Kabupaten Jember

berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya yang
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merupakan suatu proses perbuatan hukum pendaftaran tanah dapat diindikasikan

dalam dua kategori, yaitu :

O Penduduk yang ada didalam Kota Administratif Jember sudah cukup
kesadarannya untuk mensertifikatkan tanah hak miliknya, sedangkan

¢ Penduduk yang ada diluar Kota Administratif Jember apalagi yang berada di
daerah terpencil, kesadarannya masih relatif rendah. Mereka hanya mau
mensertifikatkan tanahnya apabila panen berhasil atau ketika memerlukan kredit
di bank.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum vang dipergunakan sebagai landasan vuridis dalam penyusunan

skripsi ini adalah

I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043);

2. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung, vaitu Putusan Mahkamah Agung Nomecer 34
K/SIP/1960, tanggal 10 Pebruari 1960:

4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang

Biaya Pendaftaran Tanah;

2.3 Landasan Teori

L. Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997

Berkaitan dengan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah sebagai suatu

proses perbuatan hukum pendaftaran tanah vang akan berfungsi sebagai alat
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pembuktian, maka yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sistem pendaftaran
atas tanah yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Seperti kita ketahui, dalam kegiatan pendaftaran tanah dikenal dua sistem
yaitu sistem positif dan sistem negatif. ( Perangin, 1994b:97).

Pada sistem positif, apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan
surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak.
Pihak ketiga (yang beritikad baik) yang bertindak atas dasar bukti tertulis mendapat
perlindungan mutlak, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang
tercantum didalamnya tidak benar. Pihak yang dirugikan mendapat kompensasi
dalam bentuk lain. (Perangin, 1994b:97).

Sedangkan pada sistem negatif, surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya
mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan
yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang dapat
membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian, maka Pengadilanlah yang akan
memutuskan alat pembuktian mana yang benar. Kalau ternyata bahwa keterangan
dari pendaftaran tanah yang tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan
seperlunya. Dalam sistem negatif ini, jaminan perlindungan vang diberikan kepada
pihak ketiga tidak bersifat mutlak seperti pada sistem positif. Pihak ketiga masih
harus berhati-hati dan tidak boleh mutlak percaya pada apa yang tercantum dalam
buku pendaftaran tanah atau surat tanda bukti hak yang dikeluarkannya. Dalam pada
itu kelemahan ini diimbangi oleh asas bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dan
mendasarkan perbuatannya pada keterangan yang diberikan oleh pendaftaran tanah,
umumnya mendapat perlindungan dalam hukum. (Perangin, 1994b:98).

UUPA tidak memilih sistem positif karena sistem ini penyelenggarannya
memerlukan banyak waktu, tenaga dan biaya. Namun tidak berarti bahwa

pendaftaran tanah dengan sistem negatif yang diperintahkan oleh UUPA itu tidak

akan diselenggarakan dengan teliti. Suatu proses kadaster sclalu menghendaki
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ketelitian dalam penyelenggaraannya. Walaupun yang dipergunakan adalah sistem
negatif, para petugas pendaftaran tidaklah bersikap pasif, artinya mereka tidak
menerima begitu saja apa yang diajukan dan dikatakan oleh pihak yang meminta
pendaftaran pada pembukuan untuk pertama kali maupun pada pendaftaran atau
pencatatan perubahan-perubahannya kemudian, para petugas pelaksana diwajibkan
untuk mengadakan penelitian seperlunya untuk mencegah terjadinya kekeliruan,
batas-batas tanah ditetapkan dengan memakai sistem contradictoire delimitatie,
sebelum tanah dan haknya dibukukan diadakan pengumuman, perselisihan diajukan
ke Pengadilan kalau tidak dapat diselesaikan sendiri oleh yang berkepentingan.
Sejauh mungkin diadakan usaha-usaha agar keterangan yang ada pada tata usaha
Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. ( Perangin,
1994b:99).

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 19 UUPA khususnya ayat
(2) huruf ¢ yang menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka pemerintah Indonesia terlihat
mengarah pada sistem negatif. Namun bukanlah sistem negatif murni, melainkan
sistem negatif dengan ditambah bertendens positif, artinya kelemahan sistem negatif
dikurangi dengan cara-cara sedemikian rupa schingga kepastian hukum dapat
dicapai. (Perangin, 1994b:84).

Kenyataan tersebut diatas, dipertegas dengan melihat dari berbagai pasal
dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang memuat atau mengatur pengumpulan sampai
dengan penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan untuk pembukuan serta
pemeliharaannya dan penerbitan sertifikat haknya yang dilaksanakannya secara
seksama agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya. (Ismuhadi, 1997:6).
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Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan :
“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan
itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat
tersebut™,

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa
ketentuan Pasal 32 ayat (2) bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada
sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan
kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah
dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda
buktinya, yang menurut UUPA berlaky sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain itu
dari  ketentuan-ketentuan mengenai  prosedur pengumpulan,  pengolahan,
penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat
dalam peraturan pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin
memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk
menjamin kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 32 tersebut diatas benar-benar disesuaikan dengan sifat
hukum adat pada umumnya, yang tidak menetapkan tenggang waktu daluwarsa
secara tegas dalam jumlah tahun tertentu (seperti BW : 5-20-30 tahun), melainkan
hanya dengan suatu Jangka waktu yang dalam hal tertentu dipandang cukup lama

untuk mempengaruhi tetap berlangsungnya atau lenyapnya suatu hak ataupun
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kewajiban. Jangka waktu yang digunakan hanyalah merupakan suatu pendekatan saja
yang berbeda-beda diberbagai lingkungan hukum Indonesia. Pada instansi terakhir
maka Hakimlah yang menentukan untuk tiap-tiap wilayah jangka waktu yang
dipandang menimbulkan daluwarsa oleh Hukum Adat berdasarkan rasa keadilan

rakyat di wilayah yang bersangkutan. (Sudiyat, 1981:14).

2. Pengertian Sertifikat

Sertifikat berasal dari bahasa Latin yaitu Certifikate yang berarti tanda bukti
hak milik. Ini berarti segala sesuatu yang bersangkutpaut dengan hak milik harus ada
sertifikat yang dipakai sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan memang benar
sebagai pemilik. (Saleh, 1977:64).

Pensertifikatan tanah merupakan suatu proses perbuatan hukum pendaftaran
tanah yang mengakibatkan terbitnya sertifikat hak atas tanah Sertifikat hak atas
tanah yang diterbitkan adalah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah. Dengan
demikian sertifikat tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan. (Sudjito, 1987:1 1).

Sertifikat sebagai akibat adanya perbuatan hukum pendaftaran tanah ini diatur
dalam Pasal 19 dan Pasal 23 UUPA serta Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 19 UUPA khususnya ayat (2) huruf ¢ menyebutkan :

“Pemberian surat-surat bukti tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat”,

Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
tersebut dikenal dengan sebutan sertifikat tanah.

Sementara itu, mengenai sertifkat hak milik berkaitan dengan penyusunan

skripsi ini, ketentuannya diatur dalam Pasal 23 UUPA ayat (1) dan (2), yaitu :
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(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 19

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang
kuat mengenai kepastiannya hak milik serta sahnya peralihan dan
pembebanan hak tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

disebutkan :

“Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Ketentuan Pasal 31 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan :
“Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum
dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak

lain yang dikuasakan olehnya™.

Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenat data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut diatas, disebutkan bahwa
sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti selama tidak dapat dibuktikan
sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus
diterima sebagai data yang benar.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997
yang menyatakan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan
itikad baik dan secara Nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
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mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat
tersebut”.

Kedudukan sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, hal ini berarti
apabila kepada Hakim ditunjukkan sertifikat hak atas tanah maka Hakim harus
menerima keterangan dalam sertifikat sebagai keterangan yang benar tanpa perlu
bukti tambahan yang lain yang menyatakan bahwa keterangan dalam sertifikat itu
salah. (Perangin, 1996:2).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961, disebutkan bahwa yang
disebut sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu
bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.
Dengan demikian sertifikat tanah terdiri atas :
¢ Salinan buku tanah
¢ Salinan surat ukur dan
0 Kertas sampul

Sedangkan pengertian sertifikat tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 narﬁpak
sangat luas karena hanya disebut tanda bukti hak untuk hak atas tanah yang sudah
dibukukan dan bentuknya sendiri tidak dirinci seperti sertifikat dalam ketentuan
lama. Dengan demikian, dimasa depan bentuk sertifikat tanah mungkin tidak seperti
bentuk sertifikat tanah vang kita kenal sekarang ini berupa buku, akan tetapi lebih

sederhana namun tetap di perhatikan segi jaminan kepentingan hukumnya. (Ismuhadi,
1997:11).

3. Pengertian Hak Milik

Hak milik pengaturannya terdapat dalam bagian 11T Pasal 20 s/d 27 UUPA.
Pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan :
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(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

“Turun temurun™ artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya
orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila
pemiliknya meninggal dunia.( Perangin, 1994b:236).

“Terkuat” artinya hak milik mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas dan
mudah dipertahankan kepada pihak lain. (Perangin, 1994b:237)

“Terpenuh” artinya hak milik memberikan wewenang kepada yang empunya,
yang paling luas jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain dan merupakan induk
dari hak-hak lain. (Perangin, 1994b:237).

Namun meskipun demikian, kita telah mengetahui  bahwa dalam
kenyataannya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA tersebut diatas
penggunaan hak milik harus mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA yang menyatakan :

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Hak milik bukanlah suatu mache (kekuasaan) tetapi suatu sociale plicht
(kewajiban sosial) bahkan Jika perlu dapat dicabut dengan berdasarkan ketentuan
Pasal 18 UUPA yang menyatakan :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan
undang-undang”.

Dalam  pemakaiannya hak milik harus memperhatikan kepentingan
masyarakat dan lebih dipertegas oleh fungsi sosial dari hak tersebut. Ini berarti,
bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan untuk
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya,
apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah

harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi
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kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyal maupun bermanfaat bagi
masyarakat dan negara. (Harsono, 1994:31),

Penggunaan hak milik tidak hanya dibatasi oleh fungsi sosial atas hak tanah

tetapi juga harus mengingat ketentuan Pasal 24 UUPA yang menyatakan :
“Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan
peraturan perundangan”.

Selain itu juga, meskipun hak milik merupakan hak yang “terkuat” dan
“terpenuh” namun  sipemilik tidak dapat melakukan pemindahan hak milik
sekehendak hatinya. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2)
UUPA yang menyatakan bahwa -

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain, yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak
langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seseorang
warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang
ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah
batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan,
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta
semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut

kembali.

Adanya pengawasan yang diatur Peraturan Pemerintah sebagaimana
ketentuan Pasal 26 ayat (1) alat untuk melindungi golongan warga negara yang lemah
terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya sehingga tidak akan
terjadi penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas
dalam bidang-bidang usaha agraria. (Harsono,1994:33).

Perbuatan-perbuatan hukum yang secara tidak langsung bertujuan untuk
memindahkan hak milik kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA, adalah sebagai berikut -
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1. Jual beli memakai kedok;

o8]

. Penipuan;

(P8 ]

. Perkawinan campuran. (Perangin, 1994b:253)
Akibat dari perbuatan yang dilarang oleh Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut
diatas adalah :
a. perbuatan itu batal demi hukum:
b. tanah yang jadi obyek jatuh pada negara,
¢. hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
d. semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dituntut kembali.
(Perangin, 1994b:254)
Dari pasal-pasal mengenai hak milik dalam UUPA dapat disebutkan ciri-
cirinya sebagai berikut :
I. Bila diperlukan dapat dijadikan jaminan utang, dengan dibebani hipotek atau
credietverband;

2. Hak milik dapat digadaikan:

L2

Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela;

i

Hak milik dapat diwakafkan:

W

Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain. (Perangin, 1994b:238)
Mengenai peralihan, hapusnya dan pembebanannya harus mengingat
ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUPA yang menyatakan :
“Hak milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan pembebanannya
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 19”,
Pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan :
“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”.
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA tersebut diatas, hak milik hanya dapat
dipunyai oleh warga negara Indonesia. Warga negara adalah rakyat yang menetap

disuatu wilayah tertentu (Indonesia), dalam hubungannya dengan negara. Warga
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negara itu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sekaligus juga
mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara. (Kusnardi,
1988:291).

Dari pengertian warga negara diatas, maka rakyat yang tidak memiliki
hubungan hak dan kewajiban dengan negara Indonesia atau memiliki
kewarganegaraan selain Indonesia, rakyat tersebut tidak dapat mempunyai hak milik .
Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPA yang menyatakan :

“Selama seseorang disamping mempunyal kewarganegaraan Indonesia juga
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah
dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini,
yaitu melepaskan hak miliknya”,

Pada asasnya hak milik hanya dapat dipunyai oleh perorangan, sedangkan
badan hukum tidak dapat mempunyainya. Badan hukum hanya cukup mempunyai
hak-hak lain seperti Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Pertimbangan ini didasarkan pada pertimbangan untuk mencegah usaha-usaha
menghindari ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai hak
milik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA yang menyatakan :

“Dengan mengingat ketentuan Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum
tanah yang boleh dipunyai suatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga
atau badan hukum”,

Namun mengingat keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya
dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian maka diadakan suatu
escape clause yang memungkinkan badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Hal
ini luga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :

“Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum vang dapat mempunyai hak

milik dengan svarat-svaratnva”,
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Badan hukum yang dapat mempunyai hak milik diatur dalam UUPA Pasal 49
ayat (1), yang menyatakan :
“Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan
untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindung;i”.
Badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik
sebagaimana Pasal 21 ayat (2) UUPA, ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.38
Tahun 1963 adalah sebagai berikut -
a. Bank-bank yang didirikan oleh negara;
b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang No. 79 Tahun 1958:
¢. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah
mendengar Menteri Agama:
d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar
Menteri Sosial. (Perangin, 1994b:240)
Proses terjadinya hak milik diatur dalam Pasal 22 UUPA ayat (1) dan (2).

Pasal ini menyatakan bahwa -

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak
milik terjadi karena -
4. penctapan pemerintah, menurut cara-cara dan Syarat-syarat yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
b. ketentuan undang-undang.

Menurut hukum adat hak milik dapat diperoleh dengan jalan membuka tanah
hutan atau tanah belukar, mewarisi tanah, menerima tanah karena pemberian,
penukaran, hadiah dan daluarsa atay Verjaring. ( Sudiyat, 1981:9).

Penetapan pemerintah, Yaitu suatu cara pemberian hak milik oleh pemerintah
dengan suatu penetapan, Tanah yang boleh diberikan ialah tanah negara, yaitu tanah

yang dikuasai langsung oleh negara tanpa adanya pihak lain selain negara diatasnya,
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Lahirnya hak milik berdasarkan penetapan pemerintah memerlukan suatu proses
yang diantaranya : mengajukan permohonan, pemeriksaan tanah, mendafiarkan hak
dan lain sebagainya. (Perangin, 1994b:244),

Ketentuan Undang-Undang, ialah hak milik yang berasal dari konversi macam
hak yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan konversi UUPA. Hak-hak yang
dikonversi menjadi hak milik ialah:

a. Hak Eigendom kepunyaan badan-badan hukum yang memenuhi syarat;

b. Hak Eigendom yang pada tanggal 24 September 1960 dipunyai oleh WNI tunggal
dan dalam waktu 6 bulan datang membuktikan kewarganegaraannya di kantor
KPT:;

¢. Hak milik Indonesia dan hak-hak semacam itu, yang pada tanggal 24 September
1960 dipunyai WNI atau badan hukum yang mempunyai syarat-syarat sebagai
subyek hak milik;

d. Hak gogolan tetap. (Perangin, 1994b:243)

Sedangkan hapusnya hak milik  diatur dalam Pasal 27 UUPA yang
menyatakan bahwa :

“ Hak milik hapus apabila -

a. Tanahnya jatuh pada negara :

- Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA

- Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

- Karena ditelantarkan

- Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA
b. Tanahnya musnah.”

4. Penetapan Batas

Salah satu elemen penting penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bertujuan
untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kepastian hukum atas penguasaan
dan/atau pemilikan tanah adalah penetapan batas dari setiap bidang tanah. Sengketa

mengenal  batas-batas tanah sering terjadi karena para pemilik tanah yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

berdampingan tidak secara tegas menetapkan tanda-tanda batasnya. (Perangin,
1994a:53)
Berdasarkan penjelasan umum PP No.24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dari

pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak
dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan
pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan
pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian
yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya
dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data
benguasaan atau pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut. Perkembangan
teknologi pengukuran dan pemetaan, seperti cara penentuan titik melalui Global
Positioning ~ System (GPS) dan komputerisasi pengolahan, penyajian dan
penyimpanan data, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dapat dipakai dalam
pendaftaran tanah.
Pasal 17 PP, No. 24 Tahun 1997 menyatakan:
“ Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-
bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-

batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap
sudut bidang tanah yang bersangkutan”.

Faktor terpenting dalam penetapan batas adalah kesepakatan antara pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan
(contradictoire delmitatie). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP No.

24 Tahun 1997 yang menyatakan

“Penetapan hatas bidang tanah vang sudah dipunyai dengan suatu hak yang
belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar
situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak lagi sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya,dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas
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tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang
hak atas tanah yang berbatasan”.

Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan antara kedua belah pithak tersebut,
maka berlaku ketentuan pasal 19 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan :

“ Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 18
ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran
bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-
batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang
bersangkutan”.

Dalam penjelasan pasal Pasal 19 ayat (1) tersebut diatas disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-
batas bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda lain
yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang yang bersangkutan..

Apabila kesepakatan tidak tercapai maka berlaku ketentuan Pasal 19 ayat (4)
PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan :

“Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukan bahwa batas-batas
bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara”.

Sedangkan apabila terjadi kesepakatan maka berlaku ketentuan Pasal 19 ayat
(5) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan

“Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-
batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan
penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan”

5. Pembukuan Tanah

Pembukuan tanah merupakan penyelenggaraan tata usaha pendafiaran tanah.
Untuk ini maka Kantor-Kantor Pendaftaran Tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun
1997 harus melaksanakan kegiatan tersebut yang meliputi :
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1) Peta pendaftaran, diatur dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan: “Peta
pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah
untuk keperluan pembukuan tanah”.

2) Daftar tanah, diatur dalam Pasal 1 angka 16 yang menyatakan: “Daftar tanah
adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan
suatu sistem penomoran”.

3) Surat ukur, diatur dalam Pasal 1 angka 17 yang menyatakan : “Surat ukur adalah
dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan
uraian”,

4) Daftar nama, diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan :

“Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan
mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak
pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh
orang perseorangan atau badan hukum tertentu”.

5) Buku tanah, diatur dalam Pasal 1 angka 19 yang menyatakan : “Buku tanah
adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik
suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya”.

6. Biaya Pendaftaran Tanah

Pasal 61 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan, bahwa : “Besarnya dan
cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah
diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”.

Dalam penjelasan Pasal 61 ayat (1) PP No. 24 tersebut diatas disebutkan
bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Tanggal 17 April 1978
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Tentang Biaya Pendaftaran Tanah yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1
Juli 1978. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 tersebut telah
diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1992 yang
berlaku sejak tanggal 1 Juli 1992,
Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1992
menyatakan :
“Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2
Tahun 1978 sepanjang mengenai biaya pendaftaran dan pembuatan sertifikat
dinyatakan tidak berlaku lagi”. |
Penetapan besarnya biaya pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 ditetapkan berdasarkan lokasi atau
letak tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya.
Penetapan lokasi ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 2 Tahun 1992 yang menyatakan :

“Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah perkotaan adalah

a. Wilayah kecamatan — kecamatan di kabupaten/kotamadya yang oleh
Bupati/Walikotamadya masing-masing atas permohonan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat  ditetapkan sebagai daerah
perkotaan.

b. Semua wilayah kecamatan Ji Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota
Administratif.”

Biaya-biaya pendaftaran tanah dan pembuatan sertifikat menurut Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional ini adalah sebagai berikut :

I. Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat hak atas
tanah bekas hak adat yang belum diuraikan dalam suatu surat hak tanah dan hak
atas tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 - (sepuluh ribu rupiah) jika tanah
yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.
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Pasal 2 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat hak atas .
tanah yang diberikan dengan suatu keputusan pemberian hak dari pejabat yang
berwenang dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika tanah
yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
Jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat hak atas
satu bidang tanah yang merupakan penggabungan dari dua bidang tanah atau
lebth yang berbatasan dan masing-masing sudah ada sertifikatnya atas nama
pemohon serta mempunyai status hukum yang sama dikenakan biaya sebesar
Rp. 10.000 - (sepuluh ribu rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah
perkotaan dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak di
luar daerah perkotaan.

Pasal 2 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat hak atas
satu bidang tanah yang dipisahkan dari saty bidang tanah yang sudah ada
sertifikatnya dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika
tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan dan Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Pasal 2 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat hak atas
satu bidang tanah yang merupakan sisa dari tanah yang sudah ada sertifikatnya
setelah dikurangi dengan bagian yang lain karena pemisahan atau sebab lain, yang
pemegang haknya adalah perseorangan atau badan keagamaan, badan sosial dan
badan lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas dasar
persetujuan tertulis Menteri vang bersangkutan, masing-masing dikenakan biaya
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak
di daerah perkotaan dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika tanah vang bersangkutan

terletak di luar daerah perkotaan.
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Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan € yang pemegang haknya adalah
instansi pemerintah dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah).
Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat hak atas tanah
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan e yang pemegang haknya
adalah badan hukum diluar badan keagamaan, badan sosial dan badan lain yang
dimaksud ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat hak milik atas
satuan rumah susun dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat hak tanggungan
dikenakan biaya dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika
tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan dan Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Pasal 2 ayat (6) menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat baru sebagai
pengganti sertifikat yang hilang atau rusak, sertifikat yang dibatalkan oleh pejabat
vang berwenang. sertifikat vang disebabkan hal-hal lain yang ditetapkan oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu diganti, masing-masing dikenakan biaya
sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 2 ayat (7) menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat baru sebagai
pengganti sertifikat yang mempergunakan blanko sertifikat lama dikenakan biaya
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 2 ayat (8) menyatakan bahwa ketentuan yang dimaksud ayat (6) berlaku
Juga untuk sertifikat hak milik atas satuan rumah susun,

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa untuk pembuatan sertifikat dari sertifikat
sementara dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah

yang sudah ada sertifikat atau sertifikat sementaranya karena jual beli, lelang dan

pemasukan modal atau penyertaan modal, dikenakan biaya sebesar seperempat
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persen dari harga yang tercantum dalam akta jual beli, berita acara lelang atau
pemasukan modal/penyertaan modal, atau dari nilai tanah menurut harga dasar
yang berlaku didaerah letak tanah apabila akta/berita acara tersebut tidak
mencantumkan harga tanah, dengan ketentuan minimum sebesar Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah
perkotaan dan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) jika tanah yang
bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah
yang sudah ada sertifikat atau sertifikat sementaranya karena hibah dan tukar
menukar atas sebidang tanah dikenakan biaya sebesar seperempat persen Harga
Dasar x Luas Tanah, dengan ketentuan minimum sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah
karena pemisahan dan pembagian harta bersama dikenakan biaya sebesar Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Jika tanah yang bersangkutan terletak di
daerah perkotaan dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) jika tanah yang
bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah
yang penerima haknya adalah badan keagamaan, badan sosial dan badan-badan
lain yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional atas dasar persetujuan tertulis
Menteri yang bersangkutan dikenakan biaya minimum sebagaimana dimaksud
ayat (1).

Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa untuk pendafiaran peralihan hak atas tanah
yang sudah ada sertifikat atau sertifikat sementaranya karena pewarisan
dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 - (sepuluh nibu rupiah) jika tanah yang
bersangkutan terletak di daerah perkotaan dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika
tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan

Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa jika peralihan hak itu mengenai tanah yang

belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara, pendaftarannya dilakukan
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setelah dibuat sertifikat atau sertifikat sementara atas nama pemegang haknya
yang semula dan pembuatan sertifikat/sertifikat sementaranya dikenakan biaya
sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a s/d e sedangkan untuk pendaftaran
peralihan haknya dikenakan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) s/d ayat (5)
pasal ini.

Pasal 4 ayat (7) menyatakan bahwa untuk pencatatan peralihan hak tanggungan
dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah).

. Pasal 4 ayat (8) menyatakan bahwa untuk pendaftaran perwakafan tanah tidak

dikenakan biaya.

. Pasal 4 ayat (9) menyatakan bahwa ketentuan yang dimaksud ayat (1), (2), (3), (4)

dan (5) berlaku juga untuk peralihan hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa untuk pencatatan hapusnya suatu hak tidak
dikenakan biaya.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa untuk pencatatan hapusnya hak tanggungan
dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Pasal 5 avat (3) menvatakan bahwa untuk pencatatan adanya dan hapusnya
fiducia dikenakan biaya masing-masing Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa untuk pencatatan adanya sita, perwalian,
pengampuan dan beban-beban lain, demkian juga penghapusan catatan-catatan

tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu catatan.

-Pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa untuk pencatatan penggantian nama

pemegang hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan
fiducia yang bukan merupakan peralihan hak dikenakan biaya sebesar Rp.
10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap permintaan untuk memperoleh

keterangan tertulis mengenai :
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a. Satu bidang tanah atau satu satuan rumah susun dalam daftar tanah, daftar
buku tanah atau daftar surat ukur/gambar situasi/gambar denah;

b. Satu nama dalam daftar nama yang terdapat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.-
(sepuluh ribu rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah
perkotaan dan sebesar Rp. 1.000,.- (seribu rupiah) jika tanah yang
bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa permintaan untuk memperoleh satu surat

keterangan pendaftaran tanah untuk keperluan lelang dikenakan biaya

sebagaimana dimaksud ayat (1),

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memperoleh satu kutipan dari satu

pendaftaran tanah atau kutipan satu nama dari dafiar nama dikenakan biaya

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak

di daerah perkotaan dan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tanah yang

bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa untuk memperoleh salinan warkah

pendaftaran tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
diperfukan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahar. Nasional
propinsi yang bersangkutan dan dikenakan biaya sebear Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

Selain ketentuan-ketentuan biaya tersebut diatas, dalam pendaftaran tanah dan

pembuatan sertifikat masih dimungkinkan biaya lain sebagaimana ketentuan pasal 8

ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 yang

menyatakan :

“Untuk penunjukan batas dan pekerjaan-pekerjaan lain dibidang pengukuran
dan pendaftaran tanah dipungut biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan
pekerjaan lapangan, pengolahan data dan pengelolaan serta ditambah sepuluh
persen untuk pemasukan kepada kas negara”.
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Dalam hal seseorang tidak mampu membayar biaya yang termaksud inaka
berlaku Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992
yang menyatakan :

“Atas permohonan yang bersangkutan, Kepala Kantor Wilayah  Badan
Pertanahan Nasional Propinsi dapat membebaskan pemohon dari pembayaran
sebagian atau seluruh biaya yang ditetapkan dalam peraturan jika dapat
dibuktikan bahwa dia tidak mampu membayarnya”.

Dalam hal seseorang tidak mampu membayar biaya-biaya yang termaksud,
maka yang bersangkutan haruslah mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Propinsi untuk dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mampu
membayar biaya-biaya tersebut. Dalam surat permohonan tersebut dilampirkan Surat
Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa dimana yang bersangkutan bertempat
tinggal yang menerangkan bahwa dia tidak mampu membayar biaya-biaya termaksud.
Surat Keterangan Tidak Mampu ini kemudian diketahui oleh Camat setempat dan
selanjutnya dilampirkan bersama Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat 1 Propinsi setempat melalui Kepala Kantor Pertanahan.
(Gautama, 1989:69).

Dalam rangka mengatasi masalah biaya pendaftaran tanah, Pemerintah telah
memberikan keringanan pada masyarakat melalui Proyek Nasional Agraria (PRONA)
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187
Tertanggal 15 Agustus 1981 yang menentukan bahwa biaya operasionil pendaftaran
tanah adalah Pemerintah, sedangkan pemohon hanya dibebani biaya penggantian
beberapa jenis blanko dan penetapannya didasarkan pada status tanah dan lokasi
tanah dengan ketentuan :

I. Tanah milik adat terletak di daerah perkotaan yang dimanfaatkan untuk pertanian
adalah sebesar Rp. 6.275.- (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
sedangkan yang non pertanian scbesar Rp. 12.275,- (dua belas ribu dua ratus

tujuh puluh lima rupiah);
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Tanah milik adat terletak di pedesaan sebesar Rp. 4.475 - (empat ribu empat ratus
tujuh puluh lima rupiah);

Untuk pemberian hak tanah Negara di daerah perkotaan yang dimanfaatkan ﬁntuk
pertanian sebesar Rp. 16.275,- (enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima
rupiah) sedangkan yang non pertanian sebesar Rp. 23.775 - (dua puluh tiga ribu
tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Untuk pemberian hak tanah Negara yang terletak di pedesaan hanya sebesar Rp.
7.875.- (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997

3.1.1 Kewajiban Pendaftaran Tanah
Pasal 19 UUHP khususnya ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah :

b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut :

¢. Pemberian surat-surat bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat,

Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa -

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud
dalam Pasal 19.

Ketentuan Pasal 19 UUPA diatas memerintahkan kepada Pemerintah untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah, sedangkan bagi masyarakat yang menguasai
dan atau memiliki sebidang tanah dengan sesuatu hak, diwajibkan untuk
mendaftarkan haknya, peralihan hak-haknya, adanya beban pihak lain dan bahkan
hapusnya hak itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUPA. (Ismuhadi, 1997:1 ).

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria telah meletakkan dua kewajiban pokok, yaitu :

I. Kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pendaftaran tanah
diseluruh wilayah Republik Indonesia. Kewajiban tersebut meliputi :

= pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

35
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— pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
— pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

2. Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan nak-hak atas tanah
yang dipegangnya. Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, maka yang harus
didaftarkan adalah hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPA.

Peraturan pelaksanaan dari UUPA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yang diberlakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia sejak
tanggal 8 Oktober 1997. Peraturan Pemerintah ini sebagai antisipasi pengalaman dan
kenyataan yang dihadapi dalam menyelenggarakan setiap bidang tanah yang
Jumlahnya cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas serta sebagian besar
penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan
dapat dipercaya kebenarannya. (Ismuhadi, 1997:2)

Sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentang Pendaftaran Tanah adalah Peraturan Pemerintali Nomor 10 Tahun
1961. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut dirasakan masih
belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Selama kurun waktu 36 Tahun
lebih diselenggarakannya pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini
ternyata hanya baru sekitar 30% bidang tanah yang sudah didaftarkan haknya. Ini
berarti bahwa untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah diseluruh wilayah Indonesia
dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun tagi. Oleh karena itulah, maka diterbitkan PP No.
24 Tahun 1997 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
(Ismuhadi, 1997:2)

Dengan diberlakukannya PP No. 24 Tahun 1997 ini diharapkan pendaftaran
tanah dapat diselenggarakan dengan sederhana dan mudah dilaksanakan oleh
masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek jaminan kepastian hukum terhadap

pelaksanaannya atau Rechts Kadaster. (Ismuhadi, 1997:3)
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Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Cara yang dipakai di dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah terdapat dua
macam pendekatan, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan secara sporadik.
(Ismuhadi, 1997:7)

Pasal 1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan :
“Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu Desa atau Kelurahan”,

Pasal 8 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu
oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
Pengertian Ajudikasi diatur dalam Pasal 1 angka 8 dalam PP Nomor 24 Tahun 1997
yang menyatakan bahwa Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini menyatakan :

* Susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari :

a. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai
Badan Pertanahan nasional.

b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari :
I. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan

e 2
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pengetahuan di bidang pendaftaran tanah :

2. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan
pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah

3. Kepala Desa atau Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong
Desa atau Kelurahan yang ditunj uknya”.

Berdasarkan penjelasan Ir. Agus Riyanto dari Kasi Pengukuran Dan
Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, disebutkan bahwa dengan
adanya Panitia Ajudikasi (yang pendanaannya berasal dari Bank Dunia) dan PRONA
yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981
(vang pendanaannya berasal dari APBN), merupakan langkah pro-aktif Pemerintah
dalam mensosialisasikan proses pendaftaran tanah dan perolehan sertifikat hak atas
tanah kepada seluruh lapisan masyarakat. Tetapi karena prakarsa datang dari
Pemerintah, diperlukan waktu, biaya dana, peralatan, dan tenaga yang cukup besar,
maka dalam pelaksanaannya harus dibuat lebih dulu rencana kerja yang meliputi
jangka waktu yang agak panjang dan rencana tahunan yang berkelanjutan. (Hasil
wawancara tanggal 14 April 1999).

Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997 meyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau
bagian suatu Desa atau Kelurahan secara individual atau massal.

Pasal 13 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran
tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan
melalui  Kepala Kantor Pertanahan. Yang dimaksud dengan pihak yang
berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau
kuasanya.

Adanya keterbatasan-keterbatasan dari Pemerintah (misalnya : dana) dan juga
karena untuk menampung keinginan masyarakat yang semakin besar dalam

mensertifikatkan tanahnya, maka kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik akan
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diperbanyak, dalam hal ini akan dikembangkan Prona Swadaya. (Ismuhadi, 1997.7).

3.1.2 Pejabat Yang Terkait Dalam Pendaftaran Tanah

Pasal 6 PP No. 24 Tahun 1997 ayat (2) menyatakan :

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu
oleh PPAT dan pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-
undangan”.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya akan ditulis PPAT) akan
terlihat jelas dan sangat diperlukan dalam tahap pemeliharaan data. Bantuan atau
peran PPAT adalah dalam bentuk pembuatan akta-akta dengan cermat, teliti dan rapi
dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait. Dalam rangka
pemutakhiran data pemeliharaan data yuridis yang ada di Kantor Pertanahan, PPAT
wajib menyampaikan akta tanah secara tertib dan periodik kepada Kantor Pertanahan
yang berwenang dalam tempo tujuh hari kerja setelah penandatanganan aktanya.
(Ismuhadi, 1997:17).

Yang berhak menjadi PPAT adalah :

a. Notaris;

b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat Jendral
Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-
peraturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah;

¢. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Direktorat
Jendral Agraria. (Perangin, 1994b:4)

Selain PPAT yang tersebut diatas, terdapat PPAT khusus sebagaimana Surat
Keputusan ~ Menteri Agraria tanggal 20 Maret 1969 No. Sk/13/Depag/66.
Berdasarkan SK tersebut telah diangkat karena jabatannya beberapa pejabat tertentu
dari Departemen Agraria sebagai PPAT dengan wewenang khusus dan daerah kerja

yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Wewenang mereka terbatas pada
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pembuatan akta mengenai jual beli tanah hak milik, Hak Guna Bangunan atau hak
pakai bersangkutan dengan Peraturan Presidium Kabinet No. 2/prk/1965 dan No.
5/prk/1965, pemindahan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan, pemindahan hak
atas tanah lainnya yang secara khusus ditentukan oleh Menteri Dalam
Negeri/Direktur Jenderal Agraria. (Perangin, 1994b:6)

Pada asasnya daerah kerja PPAT ialah wilayah kecamatan, tetapi dalam hal-hal
tertentu seorang PPAT dapat diberi daerah kerja lebih dari satu kecamatan. Demikian
Juga dapat diangkat lebih dari satu PPAT satu kecamatan. Selama untuk suatu
kecamatan belum diangkat seorang PPAT, maka Asisten Wedana atau Kepala
Kecamatan (Camat) karena jabatannya menjadi PPAT yang sementara. Hal ini
berlaku juga jika PPAT yang diangkat mempunyai daerah kerja yang meliputi dari
satu kecamatan. (Perangin, 1994b:4)

Seorang Camat menjadi PPAT adalah karena jabatannya (ex officio). Oleh
karena itu, Camat tidak memerlukan surat keputusan pengangkatan. Jika karena
sesuatu sebab (sakit atau cuti), Camat tidak dapat menjalankan tugasnya, maka yang
bertindak selaku PPAT ialah pegawai yang secara sah mewakilinya sebagai Camat. la
pun tidak memerlukan surat keputusan pengangkatan. (Perangin, 1994b:5)

Apabila scorang PPAT yang diangkat daerah kerjanya meliputi lebih dari satu
kecamatan, maka para Camat yang bersangkutan tetap menjadi PPAT sementara
disamping PPAT yang Kkhusus itu, masing-masing untuk kecamatannya.
Kebijaksanaan yang diambil ialah selalu mengangkat PPAT dengan diberi daerah
kerja yang meliputi lebih dari satu kecamatan, dengan maksud untuk tetap memberi
kesempatan kepada para Camat bertindak sebagai PPAT sementara. (Perangin,
1994b:5)

Di daerah-daerah yang pejabat pamong prajanya yang terendah bukan Camat,
tetapi misalnya wedana atau punggawa, maka merekalah yang menjadi PPAT

sementara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997

yang menegaskan bahwa untuk Desa-Desa dalam wilayah yang terpencil Menteri


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

41

dapat menunjuk PPAT sementara dengan maksud mempermudah rakyat di daerah

terpencil yang tidak ada PPAT untuk melasanakan perbuatan hukum mengenai tanah.

Yang ditunjuk sebagai PPAT sementara tersebut adalah Pejabat Pemerintah yang

menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu : Kepala Desa.

Tugas-tugas PPAT adalah sebagai berikut :

1. Membuat akta mengenai perbuatan-perbuatan hukum, seperti :

— pemindahan hak (jual-beli, tukar menukar, hibah);

— pemberian suatu hak baru atas tanah;

— penggadaian;

— hak tanggungan (hipotik dan credietverband). (Soehadi, Tanpa Tahun:54)

2. Membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum itu mengajukan
permohonan izin pemindahan hak dan permohonan penegasan konversi serta
pendaftaran hak sebagai yang disebut dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan
Agraria Nomor 2 Tahun 1962. (Perangin, 1994b:6).

Selain tugas tersebut diatas, PPAT juga mempunyai kewajiban yang harus
dilaksanakan, yaitu :

1. Menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya;

2. Menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya. (Perangin, 1994b:6)

Apabila kewajiban tersebut tidak diselenggarakan, maka PPAT dapat
diberhentikan dari jabatannya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi
orang-orang yang meminta kepadanya dibuatkan akta. Dalam hal inipun PPAT dapat
dituntut membayar ganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu.
(Perangin, 1994b:7)

Dalam fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran
tanah, maka setiap akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan
dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan yang bersangkutan.

PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan
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hukum yang bersangkutan dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam
sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, Oleh karena itu, dalam
pembuatan akta, PPAT harus hati-hati. (Perangin, 1994b:8)

Pasal 39 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan :
1) PPAT dapat menolak untuk membuatkan akta, jika :

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang
bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan
daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar kepadanya tidak
disampaikan :

I) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
atau surat keterangan Kepala Desa atau Kelurahan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2); dan

2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan
dikuatkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan; atau

¢. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum
yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak
demikian; atau

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa
mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan
hak; atau

¢. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin
Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

f.  obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa
mengenai data fisik atau data yuridisnya;

g atau tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3.1.3 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Pasal 11 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan : “Pelaksanaan pendaftaran
tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan
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data pendaftaran tanah”.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data
pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang

menyatakan :

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik:
b. pembuktian hak dan pembukuannya;
C. penerbitan sertififkat;
d. penyajian data fisik dan data yuridis;
€. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi -
a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
b. pendafiaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan
pengukuran dan perpetaan. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ini
menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat ukur. Dari peta pendaftaran dan surat
ukur dapat diperoleh kepastian mengenai letak, batas dan luas yang bersangkutan
yang dikenal dengan sebutan asas spesialiteit, (Perangin, 1994b:97).

Sedangkan dalam pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut dilakukan kegiatan pendaftaran atau pencatatan dari pada hak-hak lain (baik
hak-hak atas tanah maupun Jaminan) serta beban-beban lainnya yang membebani
hak-hak atas tanah yang didaftar itu. Selain mengenai status dari pada tanahnya,
pendaftaran ini memberikan keterangan tentang subyek dari pada haknya, yaitu siapa
yang berhak atas tanah yang bersangkutan atau yang dikenal dengan sebutan asas
openbaarheid. (Perangin, 1994b:97).

Kegiatan pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahuri 1997 mempunyai
tujuan yaitu sebagai berikut :

I. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pemegang
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain yang terdaftar, agar

dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah,
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Penyediaan informasi kepada pthak-pihak yang berkepentingan termasuk
Pemerintah, agar dengan mudah diperoleh data yang diperlukan dalam kaitannya
dengan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

susun yang sudah terdaftar.

(8]

. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. (Ismuhadi, 1997:5)

3.2. Prosedur Perolehan Alat Bukti Atas Tanah Hak Milik Yang Sah

Dalam hukum tanah dikenal alat bukti yang disebut dengan sertifikat.
Sertifikat ini terdiri atas dua macam, yaitu: sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak
tanggungan (hipotek atau credietverband).

Fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi
sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang
masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya: saksi-saksi, akta jual beli
dan surat keputusan pemberian hak. Namun demikian, sertifikat ditegaskan oleh
peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti yang kuat, yang berarti selama
tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan
yang ada dalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan.
Sedangkan alat bukti yang lain hanya dianggap sebagai bukti permulaan yang harus
dikuatkan oleh alat bukti yang lain. (Perangin, 1996:2)

Ketentuan tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24
Tahun 1997 yang menyatakan -

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”,

Dengan mengingat ketentuan UUPA khususnya Pasal 23 yang mengatur

tentang kewajiban mendaftarkan hak milik, peralihan-peralihannya, adanya beban

pihak lain dan bahkan hapusnya hak milik itu sendiri, maka bagi pemegang hak milik
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atas tanah harus benar-benar memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan
sertifikat sebagai produk akhir dari perbuatan hukum pendaftaran tanah, khususnya
mengenai perolehan sertifikat tersebut sebagai tanda bukti hak milik.
Pemohon sertifikat hak atas tanah dapat dibagi menjadi empat golongan yang
masing-masing diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:
I. Penerima hak, yaitu para penerima hak atas tanah Negara berdasarkan surat
Keputusan pemberian hak vang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Direktur Jenderal

Agraria atau pejabat vang ditunjuk;

2

Para ahli waris vaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah bekas hak
milik adat ataupun hak-hak yang lain;
3. Para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah yang berasal dari Jjual-
beli, hibah, lelang, konversi hak dan lain sebagainya;
4. Pemilik sertifikat hak atas tanah vang hilang atau rusak. (Sudjito, 1987:74)
Berkaitan dengan latar belakang penyusunan skripsi ini, maka penyusun lebih
menitikberatkan pada prosedur perolehan sertifikat hak milik atas tanah
Dalam rangka memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, menurut Sudjito
(1987:75), maka pemohon harus melengkapi pPersyaratan-persyaratan sebagai berikut:

A. Menvediakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Bukti kepemilikan hak atas tanah ada dua yaitu bukti tertulis maupun bukti
tidak tertulis. Bukti kepemilikan tanah yang tertulis meliputi :
[) Bila tanahnya berasal dari Jual-beli, syarat-syarat tersebut adalah:
a) Akta jual-beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
b) Sertifikat hak tanah yang bersangkutan.
¢) Bila tanahnya belum pernah disertifikatkan, maka harus diserahkan bukti hak
atas tanah lainnya, seperti Surat Pajak Hasil Bumi atau Petok D lama atau
Verponding Lama Indonesia dan segel-segel lama, atau Surat Keputusan

Penegasan atau pemberian hak dari instansi yang berwenang.

d) Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat yang membenarkan
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Surat Tanda Bukti Hak Tersebut.

Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki.

Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

ljin peralihan hak, jika hal ini disyaratkan.

2) Bila tanahnya berasal dari hibah, syarat-syarat tersebut adalah:

a)
b)

c)

Akta hibah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

Sertifikat hak tanah yang bersangkutan.

Bila tanahnya belum pernah disertifikatkan maka harus diserahkan bukti hak
atas tanah lainnya, seperti Surat Pajak Hasil Bumi atau petok D lama atau
Verponding Lama Indonesia dan segel-segel lama, atau Surat Keputusan
Penegasan atau pemberiar} hak dari instansi yang berwenang,

Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat yang membenarkan
Surat Tanda Bukti Hak tersebut.

Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki.

Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

[jin peralihan hak, jika hal ini disyaratkan.

3) Bila tanahnya berasal dari lelang, syarat-syarat tersebut adalah:

a)
b)

c)
d)
€)

Kutipan otentik berita acara lelang yang dibuat oleh Kantor Lelang.

Sertifikat hak tanah yang bersangkutan, atau tanda bukti hak atas tanah
lainnya yang telah diketahui oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat.
Surat pernyataan tentang jumlah tanah telah dimiliki.

Keterangan pelunasan atau bukti lunas pajak tanah yang bersangkutan.
Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diminta sebelum lelang
dilakukan.
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4) Bila tanahnya berasal dari konversi tanah adat, misalnya yasan, Syarat-syarat

tersebut adalah:

a) Bag

1 daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak,

adalah:

i

[

i

Surat Pajak Hasil Bumi atau Petok D lama atau Verponding Indonesia
dan segel-segel lama atau

Keputusan penegasan atau pemberian hak dari instansi yang berwenang.
Surat asli jual-beli, hibah, tukar-menukar dan sebagainya.

Surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan isi
keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan,

Surat pernyataan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam
sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang, serta sejak kapan
dimiliki.

b) Bagi daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 belum dipungut pajak,
adalah:

I}

(0%

Keputusan penegasan atau pemberian hak tanah dari instansi yang
berwenang.

Surat asli jual-beli, hibah, tukar-menukar, hibah dan sebagainya yang
diketahui atau dibuat atau disaksikan oleh Kepala Desa atau pejabat
yang setingkat.

Surat Kepala Desa yang telah dikuatkan oleh Camat yeng membenarkan
isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan.

Surat pernyataan yang berisi bahwa tanah yang bersangkutan tersebut
tidak berada dalam sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang serta

sejak kapan dimiliki.

5) Bila tanahnya berasal dari konvers; tanah hak barat, misalnya bekas tanah hak

cigendom, syarat-syarat tersebut adalah:
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Grosse akta

Surat ukur

Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang,

Kuasa konversi, bila pengkonversian itu dikuasakan pada seseorang,

Surat pernyataan pemilik yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada
dalam sengketa, tidak dijadikan tanggungan hutang, sejak kapan dimiliki dan

belum pernah dialihkan atau diberikan dengan sesuatu hak kepada pthak lain.

Bila berasal dari tanah warisan, maka diharuskan melengkapi diri dengan

persyaratan yang berupa

1)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

Surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa sertifikat hak tanah yang
bersangkutan.

Bila tanah yang bersangkutan belum pernah disertifikatkan, maka harus
disertakan surat tanda bukti hak atas tanah lainnya, seperti Surat Pajak Hasil
Bumi atau petok D lama atau Verponding Lama Indonesia dan segel-segel
lama atau surat keputusan penegasan atau pemberian hak dari instansi yang
berwenang.

Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat yang membenarkan
Surat Tanda Bukti Hak tersebut.

Surat Keterangan waris dari instansi yang berwenang.

Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki.

Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang,

Keterangan pelunasan pajak tanah sampal saat meninggalnya pewaris.

ljin peralihan hak, jika hal ini disyaratkan.

7) Apabila tanahnya berasal dari tanah negara, yaitu berdasarkan penetapan

pemerintah, menurut Effendi Perangin (1994b:244), maka pemohon harus

melalui proses yang berangkai yang meliputi :
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1) Mengajukan permohonan:

2) Pemeriksaan tanah;,

3) Pengeluaran “Surat Keputusan Pemberian Hak Milik™;
4) Memberi batas tanah;

5) Membayar “uang pemasukan™;

6) Mendaftarkan hak;

7) Membuat surat ukur;

8) Membuat buku tanah;

9) Menyerahkan sertifikat.

Mengenai hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama, penjelasan

Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa hak atas tanah yang

berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis yang dapat

berupa:

d.

Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overscrijvings
Ordonnantie (Staatsblad.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak
cigendom yang bersangkutan di konversi menjadi hak milik; atau

Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings
Ordonnantie (Staatsblad.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal
pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 di daerah yang bersangkutan; atau

Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja
yang bersangkutan; atau

Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1959; atau

Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum
ataupun  sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk
mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang

disebut di dalamnya; atau
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f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian
oleh Kepala Adat atau Kepala Desa atau Kelurahan yang dibuat sebelum
berlakunya peraturan pemerintah ini; atau

g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan; atau

h. Akta ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai
dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i. Risalah lelang vang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya
belum dibukukan: atay

J- Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

k. Petok Pajak Bumi atau Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau

|l Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan; atau

m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 1I, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan
Konversi UUPA.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) juga menyebutkan bahwa dalam hal alat bukti
tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi pembuktian kepemilikan itu, dapat
dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat
dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap
memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.

Apabila tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian baik yang
berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, maka pembuktian hak
dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor
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24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pembuktian hak dapat dilakukan dengan

syarat-syarat sebagai berikut :

a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara
nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara
berturut-turut;

b. Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak
diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat
hukum adat atau Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;.

c. Bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat
dipercaya;

d. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan
keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26:

¢. Bahwa telah diadakan penelitian Juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebut di
atas;

f. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya
dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

B. Penyerahan syarat-syarat kepemilikan.

Bilamana semua persyaratan yang telah ditentukan itu sudah dipenuhi, maka
selanjutnya diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat
secara langsung atau melalui PPAT.

C. Pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan izin peralihan hak.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat mengeluarkan SKPT dan
izin peralihan hak sebagai kelengkapan dari persyaratan-persyaratan yang telah
diserahkan. (Sudjito, 1987:79)
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Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan
perbuatan hukum pemindahan hak. Pewarisan tanpa wasiat terjadi karena hukum
dengan meninggalnya pemegang  hak, sedangkan dalam perbuatan  hukum
pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak
lain misalnya melalui jual beli, hibah, pemberian menurut adat, hibah wasiat dan
lain-lain, (Harsono, 1997:297)

Pada tahun 1952 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap lainnya yang
bertakluk pada hukum Eropa (Lembaran Negara 1952 Nomor 1), yang kemudian
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 (Lembaran Negara 1954
Nomor 78). (Harsono, 1997:103)

Peraturan tersebut di atas menetapkan bahwa dalam menunggu peraturan
yang lebih lanjut buat sementara, setiap serah - pakai buat lebih dari saty tahun dan
perbuatan-perbuatan yang berwujud pemindahan hak mengenai tanah-tanah dan
barang-barang tetap yang lainnya, yang bertakluk kepada hukum Eropa, hanya dapat
dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman. Semua perbuatan yang
dilakukan diluar izin Menteri tersebut batal menurut hukum. Yang dimaksudkan
dengan perbuatan pemindahan hak adalah Juridische  levering menurut
Overschrijivingsordonanntie 1834, Tanpa izin Menteri maka Juridische leveringnya
dianggap tidak pernah terjadi. (Harsono, 1997:103)

Dengan Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor
163) wewenang Menteri Kehakiman itu dialihkan pada Menteri Agraria. Ketentuan-
ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 antara lain dimuat di
dalam : Surat Edaran Menteri Kehakiman Tanggal 1 Maret 1952 Nomor JA10/9/21,
Surat Edaran Menteri Agraria Tanggal 14 Mei 1960 Nomor Peta 4/16/1 (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2001) dan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk 3/
Ka/1962 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2457). (Harsono, 1997:104)

Peraturan tentang perijinan tersebut bermaksud mencegah atau setidak-
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tidaknya mengurangi kemungkinan jatuhnya tanah-tanah Eropa (beserta rumah dan
bangunan-bangunan yang ada di atasnya) ketangan orang-orang dan badan-badan
hukum asing. (Harsono, 1997:104)

D. Kegiatan Kantor Pertanahan.

Kegiatan selanjutnya dilakukan oleh Kantor Pertanahan cq. Seksi Pendaftaran
Tanah, yaitu melakukan kegiatan pengukuran, pemetaan dan pendaftaran haknya
yang meliputi : pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas-batas bidang
tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah serta pembuatan
surat ukur. Apabila pengukuran, pemetaan dan pendaftaran hak itu dilakukan untuk
pertama kali disebut dengan istilah “dasar permulaan” (opzer), sedangkan bila
kegiatan itu meliputi perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, baik yang
mengenai tanahnya (misal : pemisahan atau penggabungan), haknya, maupun pihak
yang mempunyainya, maka kegiatan ini disebut dengan istilah “dasar pemeliharaan”
atau bijhouding. (Sudjito, 1987.79)

E. Pengumuman.

Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan
pengukuran, pemetaan dan lain sebagainya disyaratkan harus diumumkan terlebih
dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan
keberatan. Pengumuman diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran
tanah secara sistematik dan 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara
sporadik. Pengumuman yang sebagaimana dimaksud tersebut, dilakukan di Kantor
Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa atau Kelurahan letak tanah vang
bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan
dan Kantor Kepala Desa atau Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik serta tempat lain yang dianggap perlu (misal

Kantor RW) dan dapat pula dilakukan melaluj media massa.
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F. Berita acara pengesahan.

Pasal 27 Peraturan Pemeriatah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan jika
dalam jangka waktu pengumuman terdapat pihak yang mengajuxan keberatan, maka
diusahanakan agar secepatnya keberatan yang diajukan tersebut diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat dengan dibuatkan berita acara penyelesaiannya,
sedangkan apabila usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut
tidak dapat dilakukan, maka Ketua Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar
mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke
Pengadilan.

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, maka menurut ketentuan Pasal
28 PP No. 24 Tahun 1997, data fisik dan data yuridis disahkan dengan suatu berita
acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. Berita Acara pengesahan ini menjadi
dasar untuk :

a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah:
b. Pengakuan hak atas tanah;
c. Pemberian hak atas tanah.
G. Pembukuan atas bidang tanah.
Pasal 30 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa atas dasar alat bukti dan

berita acara pengesahan, maka dilakukan pembukuan hak atas bidang tanah dengan

ketentuan :

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang
disengketakan, dilakukan pembukuan dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal
29 ayat (1), yaitu membukukannya dalam buku tanah yang memuat data fisik dan
data yuridis bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya
dicatat pula pada surat ukur tersebut;

b. yang data fisik dan data yuridis belum lengkap, dilakukan pembukuannya dalam

buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap. Catatan ini
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akan dihapus apabila :

* Telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan atau

* Telah lewat waktu lima tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai data yang dibukukan;

yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan

ke Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan

mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan

diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan untuk

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam

waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90

(sembilan puluh) hari dalam pendaftran tanah secara sporadik dihitung sejak

disampaikannya pemberitahuan tersebut. Catatan ini dihapus apabila :

* Telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang
bersengketa atau

* Diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa tanah yang bersangkutan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

* Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara
sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara
sporadik sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis tidak diajukan
gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan;

yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke

Pengadilan, tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak

ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku

tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang

disengketakan. Catatan ini dihapus apabila :

e Telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang

bersengketa, atau
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*  Diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
€. yang data fisik atau data yuridi'snya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan

serta ada perintah untuk status quo atau penyitaan dari Pengadilan, dibukukan

dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain

vang disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita atau perintah status

quo tersebut. Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya

sita atau perintah starus quo dilakukan apabila :

* Setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang
bersengketa, atau :

* Diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau starus quo
dari Pengadilan.

H. Penerbitan sertifikat.

Tahap akhir dari prosedur pendaftaran tanah adalah apabila semua hak-hak
atas tanah telah dibukukan dan dibuatkan salinan dari buku tanah yang bersangkutan
beserta salinan surat ukurnya, Dengan demikian terwujudlah sertifikat.

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum
dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain
yang dikuasakan olehnya. Penerbitan sertifikat inj dimaksudkan agar pemegang hak
dapat dengan mudah membuktikan haknya oleh karena sertifikat merupakan alat
pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 UUPA.

Dalam penjelasan Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa apabila
masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan yang ternyata
dari masih adanya catatan dalam pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1), pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan.

Sementara itu, menurut penjelasan Ir. Agus Riyanto dari Kasi Pengukuran
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Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, disebutkan bahwa
luas Kabupaten Dati II Jember adalah 329.333,94 Ha, yang terdiri dari 119.5 19.5 Ha
merupakan tanah kawasan hutan, sedangkan sisanya seluas 209.814,44 Ha
merupakan tanah yang harus didaftar dan didata status haknya oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember. Sampai dengan tahun 1997, Jumlah tanah yang sudah
didaftarkan dan mempunyai sertifikat adalah sekitar 30 % meliputi penguasaan tanah
dengan berbagai macam hak atas tanah. Ketidakpastian mengenai jumlah ini
disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dimiliki oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember. Namun demikian, seiring perkembangan jaman dan dengan
diberlakukanyan peraturan terbaru mengenai pendaftaran tanah yaitu PP No. 24
Tahun 1997, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalui Kasi Pengukuran
Dan Pendaftaran Tanah sejak bulan April Tahun 1999 akan melakukan penghitungan
secara pasti mengenai luas tanah yang sudah didaftar dan yang sudah diterbitkan

sertifikatnya. (Hasil wawancara tanggal 14 April 1999).

3.3. Kekuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Terhadap Pihak Ketiga
Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah waqaf,
hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Dalam kedudukan sertifikat sebagai alat bukti hak yang merupakan alat
pembuktian yang kuat seperti dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA,
maka didalamnya berisi pembuktian atas:

1. Jenis hak atas tanah;

o

Pemegang hak;

Keterangan fisik tentang tanah:

L

Beban di atas tanah;
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5. Peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah. (Perangin, 1996:3)

Fungsi sertifikat yang utama adalah sebagal alat pembuktian yang kuat,
namun demikian sertifikat dapat juga berfungsi lain yaitu memberikan kepercayaan
bagi pihak bank atau kreditur untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya.
Sementara bagi Pemerintah, adanya sertifikat hak atas tanah juga sangat
menguntungkan. Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang
bersangkutan telah terdaftar di Kantor Pertanahan. (Sudjito, 1987:71).

Data tentang tanah yang bersangkutan telah tersimpan secara lengkap di
Kantor Pertanahan dan bila sewaktu-waktu diperlukan dengan mudah dapat
ditemukan, karena data pertanahan sangat penting untuk perencanaan kegiatan
pembangunan, misal : pengembangan kota, penarikan PBB, dan lain-lain. (Sudjito,
1987:71).

Yang jelas bahwa sertifikat hak atas tanah itu akan memberikan rasa aman
dan tenteram bagi pemiliknya. Dengan sertifikat itu segala sesuatunya akan mudah
diketahui dan sifatnya pasti serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
(Sudjito, 1987:72).

Berdasarkan ketentuan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ dan Pasal 32 ayat (1)
PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa surat tanda bukti hak yang akan
dikeluarkan yaitu sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan
demikian, Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah dengan sistem negatif.

Pendaftaran tanah dengan sistem negatif menghasilkan surat tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berarti keterangan-keterangan yang
tercantum didalamnya mempunayi kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim)
sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain
yang membuktikan sebaliknya. Keterangan-keterangan yang ada dalam sertifikat
harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan. (Perangin, 1994b:98)

Bila kepada Hakim ditunjukkan sertifikat hak atas tanah, maka Hakim harus
menerima keterangan dalam sertifikat sebagai keterangan yang benar, bila tidak
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dapat dibuktikan dengan alat-alat yang lain yang menyatakan bahwa keterangan
dalam sertifikat itu salah (palsu). Tetapi kalau kepada Hakim ditunjukkan, misalnya :
Akta jual beli sebagai tanda bukti hak seseorang atas tanah, maka Hakim harus
diyakinkan oleh alat bukti lain (misal : saksi, kuitansi, dll), yang menyatakan bahwa
seseorang itu benar-benar berhak atas tanah itu. (Perangin, 1996:2)

Tanda pajak (petok pajak bumi, girik, kekitir, Ipeda, verponding Indonesia)
secara yuridis bukan alat bukti hak atas tanah. Tanda pajak itu baru bisa diterima
sebagai alat bukti hak atas tanah setelah ditunjang oleh keterangan yang tertulis dari
Kepala Desa atau Lurah yang dikuatkan oleh Camat serta pengumuman kepada
masyarakat luas. (Perangin, 1996:2)

Sistem negatif mempunyai kelemahan, yaitu bahwa pihak yang namanya
tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu manghadapi
kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Dalam
sistem negatif, jaminan perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak
bersifat mutlak seperti pada sistem positif. Pihak ketiga masih harus berhati-hati dan
tidak boleh mutlak percaya pada apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah
atau surat tanda bukti hak yang dikeluarkannya. Dalam pada itu kelemahan ini
diimbangai oleh asas bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dan mendasarkan
perbuatannya pada keterangan yang diberikan oleh pendaftaran tanah, umumnya
mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena sistem negatif yang
digunakan bukanlah sistem negatif murni, tetapi dengan ditambah “bertendens
positif’, artinya kelemahan-kelemahan sistem negatif dikurangi dengan cara-cara
sedemikian rupa sehingga kepastian hukum dapat tercapai. (Perangin,1994b:98)

Ketentuan tersebut diatas dipertegas dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP
No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
sertifikat, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi

menuntut pelaksanaan hak tersebut.
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Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa
berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ini, maka tampak jelas usaha untuk sejauh
mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah
adalah untuk menjamin kepastian hukum. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) ini bertujuan
pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain
pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang
dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak
dalam buku tanah dengan sertifikat sebagai alat buktinya yang menurut UUPA

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3.4. Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Bila Terjadi Sengketa.

Sengketa, yang juga dikenal sebagai konflik merupakan fenomena yang
inhern dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutana sejak masa
agraris, dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai
faktor produksi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sengketa atau konflik
merupakan fenomena yang tidak dapat dihilangkan. Konflik merupakan bagian dari
pola hubungan antar manusia, kelompok, golongan, masyarakat, bangsa dan negara

yang seharusnya dipahami sebagai keyataan. (Hadimulyo, 1997: 10).

3.4.1 Macam-Macam Konflik Yang Berkaitan Dengan Sertifikat Hak Milik
Sebagai Alat Bukti

Tanah merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi, disamping

tenaga kerja dan modal. Kebijaksanaan pembangunan yang menitikberatkan pada

pertumbuhan ekonomi menuju proses industrialisasi sangat memerlukan tanah untuk

berbagai macam kepentingan, seperti untuk lokasi pabrik, pemukiman, pusat-pusat

kegiatan ckonomi bisnis, perkantoran, serta sarana dan prasarana industri lainnya,
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Yang menjadi masalah biasanya adalah peruntukkan masalah tanah tersebut, karena
satu sama lain memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Apabila perbedaan
kepentingan ini tidak terjembatani dengan baik, maka biasanya menyulut konflik
yang tidak terelakkan. Kasus-kasus penggusuran, pemindahan pemukiman secara
paksa, dan peralihan peruntukan tanah tanpa sepengetahuan penduduk yang telah
lama mendiaminya atas nama pembangunan, adalah contoh-contoh yang sering
dijumpai. Tanah yang semula berdasar atas undang-undang seharusnya berfungsi
sosial, berubah fungsinya semata-mata sebagai komoditas yang tunduk pada hukum
permintaan dan penawaran.(Hadimulyo, 1997:18)

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Hakim Pengadilan Negeri
Jember, yaitu Bapak Rasminto, S.H. dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember yaitu Bapak Ir. Agus Riyanto dari Kasi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah,
dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa tanah yang sering terjadi di Kabupaten
Jember adalah seperti adanya anggapan bahwa petok pajak burai merupakan alat
bukti hak milik dan pengakuan yang tanpa didukung dengan alat bukti yang
menyatakan bahwa sebelum bersertifikat dia adalah pemiliknya.

Dalam hal terjadi sengketa tanah, sertifikat mempunyai alat bukti yang kuat.
Data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima oleh Hakim
sebagai data yang benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Bahkan dalam
Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertifikat, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut.

Sertifikat memang bukan merupakan satu-satunya alat bukti atas tanah. Hak
atas tanah masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain, misal : saksi-saksi, akta
Jual beli, surat keputusan pemberiaa hak. Namun demikian, apabila kepada Hakim
ditunjukan sertifikat hak atas tanah, maka Hakim harus menerim a keterangan dalam
sertifikat sebagai keterangan yang benar tanpa perlu bukti tambahan yang lain yang

menyatakan bahwa keterangan dalam sertifikat itu salah (palsu). Sedangkan apabila
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kepada Hakim ditunjukkan alat bukti lain, selain sertifikat, misalnya : akta jual beli,
maka Hakim harus diyakinkan oleh alat yang lain, seperti : saksi-saksi, kwitansi, dan
lain-lain, yang menyatakan bahwa seseorasng itu benar-benar berhak atas tanah yang

bersangkutan. (Perangin, 1996:2)

3.4.2 Proses Penyelesaian Sengketa

Seperti telah disebutkan diatas bahwa konflik tidak bisa dilepaskan dalam
kehidupan manusia. Konflik merupakan bagian dari pola hubungan antar manusia,
kelompok, golongan, masyarakat, bangsa dan negara yang seharusnya dipahami
sebagai keyataan, Namun demikian, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna
harus berusaha untuk menyelesaikan atau setidaknya meminimalkan terjadinya
konflik..

A. Alternatif Penvelesaian Sengketa.

Ketentuan Pasal S UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku di
Indonesia berdasarkan atas Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara. Berdasarkan ketentuan ini dapat dimungkinkan
terjadinya penyelasaian sengketa diluar sidang Pengadilan. Penyelesaian sengketa
dapat dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan adat istiadat yang dianut
dan berlaku didaerah yang bersangkutan.

Latar belakang masyarakat Indonesia, yang cenderung mementingkan
harmoni, keselarasan, kerukunan dan kurang begitu mau dan mampu melihat suatu
konflik dalam kenyataan yang wajar serta masih kuatnya anggapan yang menyatakan
bahwa proses melalui Pengadilan adalah proses yang berbelit-belit dan memerlukan
banyak biaya, tenaga, dan waktu sangat memungkinkan dilakukannya alternatif
penyelasaian sengketa diluar Pengadilan.  Alternatif penyelesaian sengketa
(Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup

berbagai bentuk penyelesaian sengketa diluar proses peradilan. (Hadimulyo, 1997:6)
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Bentuk-bentuk penyelasaian sengketa diluar proses peradilan tersebut adalah :

1. Konsiliasi, adalah usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk
berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah,
dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan kearah
tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian
sengketa;

2. Fasilitasi, adalah bantuan pihak ketiga untuk menghasilkan suatu pertemuan atau

perundingan yang produktif:

};J

Negosiasi, adalah proses yang berlangsung secara sukarela diantara pihak-pihak
yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat
diterima kedua belah pihak mengenai suatu isu atau masalah tertentu,

4. Mediasi, adalah bantuan dari pihak ketiga dalam proses negosiasi, namun pihak
ketiga (mediator) tersebut tidak ikut campur mengambil keputusan;

5. Konsultasi, adalah pertemuan yang digunakan oleh para pihak kepada seseorang
atau badan yang dinilai memiliki wewenang dan kekuasaan otoritatif untuk
memberikan pertimbangan, saran atau usulan vang bertujuan untuk
menyelesaikan masalah;

6. Koordinasi, adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas

tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan banyak pihak

agar terhindar dari penanganan yang tumpang tindih. (Hadimulyo, 1997:31).

B. Kepala Desa sebagai Hakim perdamaian desa.

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dilakukan dengan
Jalan musyawarah mufakat. Keputusan musyawarah ini dilaporkan kepada Kepala
Desa dan apabila berhasil mempunyai efek yang baik secara sosiologis, psikologis,
Juga yuridis karena :
a. pelaksanaan keputusan mereka sederhana;
b. boleh dikatakan tanpa biaya, oleh karena dilaksanakan oleh mereka dengan

disaksikan oleh Kepala Desa setempat:
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¢. diantara mereka tidak sampai retak dalam tali persaudaraan;
d. ada unsur kerukunan yang dilandasi dengan kesadaran yang tinggi;
¢. secara lahir bathin tidak sampai terjadi kegoncangan hukum, dalam arti

membantu terlaksananya ketertiban umum. (Suhadi, Tanpa Tahun:64).

Penyelesaian perkara dimuka Kepala Desa merupakan hal yang wajar dalam
batas-batas tugas untuk mengatur warga desanya agar senantiasa aman dan tenteram.
Hal ini dapat membantu penyelesaian oleh Hakim bilamana misalnya diajukan ke
Pengadilan karena mempunyal landasan yang kuat yaitu berdasarkan sendi-sendi
hukum yang hidup didalam masyarakat, sepanjang tidak menjadi penekanan atau
paksaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. (Suhadi, Tanpa Tahun:65)

Apabila persengketaan mereka dapat diselesaikan dimuka Kepala Desa, maka
persengketaan itu telah dapat diselesaikan dengan mendapat kepastian hukum dan
mereka melaksanakan dengan baik seperti yang telah diputuskan oleh Kepala Desa
setempat. Akan tetapi, apabila persengketaan tidak dapat diselesaikan dimuka Kepala
Desa, persengketaan dapat dibawa ke Kantor Kecamatan guna penyelesaiannya oleh
Camat setempat. Pengalihan kepada Kecamatan karena administrasinya lebih teratur
dan lebih lengkap sehingga bentuk penyelesaiannya dituangkan dalam suatu surat,
(Suhadi, Tanpa Tahun:66)

Penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah untuk mufakat ini
ditegaskan pula dalam Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997. Pasal ini menyatakan bahwa
setiap keberatan yang diajukan diusahakan agar secepatnya diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

C. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Gugatan ke Pengadilan dilakukan apabila penyelesaian secara musyawarah
tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil. Dalam penyelesaian sengketa

melalui proses Pengadilan, maka Hakim harus menerima sertifikat sebagai alat bukti

yang kuat yang harus dipercaya sebagai alat bukti satu-satunya, selama tidak ada alat
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bukti lawan (Tegen Bewijs) yang dapat melumpuhkannya, (Sochadi, Tanpa
Tahun:70)

Dalam rangka memperkuat kesempurnaan kekuatan sertifikat hak atas tanah,
maka pihak BPN selaku lembaga yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah selaly
ditkutsertakan dalam beracara di Pengadilan sebagai saksi ahli Kalau ternyata bahwa
keterangan dari hasil pendaftaran tanah adalah tidak benar, maka akan diadakan

perubahan dan pembetulan seperlunya. (Perangin, 1994:98)

3.4.3. Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Yang Kuat

Data fisik dan data yuridis yang termuat didalam sertifikat merupakan hasil
perbuatan  Hakum pendaftaran tanah dengan usaha untuk sejauh mungkin
memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum. Pihak ketiga yang beritikad baik dengan
mendasarkan perbuatannya pada keterangan yang tercantum dalam sertifikat
mendapat perlindungan hukum. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat tanpa perlu
bukti tambahan. Bahkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun diterbitkannya
sertifikat, sertifikat tidak dapat diganggu gugat. Bila kepada Hakim ditunjukkan
sertifikat hak atas tanah maka Hakim harus menerima keterangan yang ada dalam
sertifikat sebagai keterangan yang benar, tanpa perlu bukti tambahan lain, selama
tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. (Perangin, 1996:2).

Dengan melihat ketentuan-ketentuan mengenai  prosedur pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta
diterbitkannya sertifikat, sertifikat hak atas tanah itu memberikan rasa aman dan
tenteram bagi pemiliknya. Segala Sesuatunya mudah diketahui dan sifatnya pasti serta

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. (Sudjito, 1987:72).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

‘bJ

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pelaksanaan pendafiaran tanah menurut Pp No. 24 Tahun 1997 yang melibatkan
Pemerintah, pemegang hak atas tanah dan pejabat lainnya yang terkait,
dilaksanakan dengan usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan
data yang benar guna mencapai tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan
kepastian dan perlindungan  hukum  kepada pemegang hak atas tanah,
menyediakan informasi bagi pihak yang memerlukan serta terselenggaranya tertib
administrasi di bidang pertanahan.

Dalam rangka memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, setiap pemohon harus
melengkapi persyaralan-persyaratan  tertentu  yang diwajibkan  dengan
memperhatikan asal tanah hak milik yang bersangkutan. Persyaratan tersebut
diantaranya adalah : akta jual beli, akta hibah, surat pajak hasil bumi, dan lain
sebagainya,

Berdasarkan sistem pendaftaran tanah negatif yang bertendens positif, maka
pihak ketiga yang beritikad baik dan mendasarkan perbuatannya pada keterangan-
keterangan yang tercantum dalam sertifikat, umumnya mendapat perlindungan
hukum. Bahkan setelah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, pihak lain
yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan
hak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24
Tahun 1997,

Dalam hal terjadi sengketa, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat tanpa
memerlukan bukti tambahan lain. Ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang
terdapat dalam sertifikat harus dianggap benar (oleh Hakim) selama tidak ada alat

bukti lain yang membuktikan sebaliknya,

66
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4.2 Saran

Saran yang dapat penyusun sumbangkan dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut :

¥

Bagi  Pemerintah, hendaknya dipikirkan cara-cara untuk membudayakan
pendaftaran tanah demi terwujudnya perlindungan dan jaminan kepastian hukum
di bidang hukum pertanahan.

Bagi Pejabat Pelaksana, perlu terus membenahi diri untuk menciptakan para
Pejabat Pelaksana yang berkualitas didalam menunjang terciptanya kepastian
hukum di bidang pertanahan. Peningkatanm kualitas ini dapat dilakukan secara
merata hingga kepada Pejabat Pelaksana ditingkat daerah dengan pembinaan
secara intensif maupun dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan peraturan
perundang-undangan secara terencana dalam berbagai kegiatan.

Bagi masyarakat pada umumnya, diharapkan untuk dapat menumbuhkan
kesadaran hukum dibidang hukum pertanahan sehingga selalu memperhatikan
aturan-aturan yang ditetapkan didalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya.
Dengan mengingat kedudukan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yang
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka masyarakat diharapkan untuk
mensertifikatkan tanah hak miliknya agar mendapatkan rasa aman dan tenteram

serta sebagai antisipasi terjadinya sengketa.
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